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SEPATAH KATA DARI STEERING 
COMMITTEE CRM
Pada awal pendirian Konsorsium Crisis 
Response Mechanism, kami menghadapi 
berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan 
itu semacam siapa yang harus terlibat di 
konsorsium, apa yang harus dikerjakan, di 
mana saja kami harus bekerja, bagaimana 
memastikan keberlangsungan, dan lain-lain. 
Namun, semua pertanyaan ini barangkali akan 
tidak perlu muncul jika pada saat itu kita tidak 
tertambat pada satu pertanyaan sederhana: 
apa itu krisis.

Pertanyaan ini terasa boros karena hampir 
semua penerima manfaat kami, yakni 
komunitas minoritas seksual dan gender, 
sudah mengenal betul apa itu krisis. Komunitas 
telah mengalami krisis ketika sekelompok 
orang selalu melabel diskusi terbuka sebagai 
aksi propaganda. Individu minoritas seksual 
dan gender telah menghadapi krisis di jalan, 
ketika seorang asing seolah-olah kenal dan 
merendahkan orientasi seksual, identitas dan 
ekspresi gender mereka. Kami menjumpai 
krisis di rumah-rumah yang awalnya menjadi 
dermaga tapi tiba-tiba menyimpan praduga 
dan tidak lagi menganggap kami keluarga.

Sayangnya, meskipun pengalaman 
menghadapi krisis ini telah mengakar—dan 
banyak yang telah menemukan cara untuk 
mengatasinya—upaya pendefinisiannya tidak 
pernah mudah. Setiap orang memiliki dimensi 
kerentanan yang menyebabkan persepsi akan 
krisis berbeda-beda. Apalagi sebagai organisasi 
dengan kapasitas keuangan dan sumber daya 
manusia yang terbatas, Konsorsium CRM perlu 
selektif untuk memprioritaskan krisis apa yang 
bisa kami bantu dan yang tidak. Meskipun kami 

menyadari betul bahwa penderitaan setiap 
manusia tidak bisa dibandingkan satu sama lain.

Dengan demikian, pertanyaan sederhana 
di awal menjadi tetap menjadi pertanyaan 
terbuka. Pada tahun 2021, perjalanan kami 
semakin menambah opsi jawaban. Dengan 
dukungan Kurawal Foundation, kami 
membedah dampak pandemi COVID-19 
terhadap aspek sosial, ekonomi, dan hukum 
komunitas minoritas seksual dan gender. Kami 
beruntung bisa bekerja bersama paralegal-
paralegal tangguh dari berbagai provinsi di 
Indonesia yang turut memperluas cakrawala 
kami terkait kekhususan kasus di tiap-tiap 
daerah. Berkat bantuan Kedutaan Jerman dan 
PSHK, kami juga belajar bahwa menangani 
krisis komunitas minoritas seksual dan gender 
tidaklah seperti mengurut sehelai benang 
tunggal, melainkan mengurut sebuah jejaring 
kerentanan yang saling terhubung dengan 
identitas-identitas lain.

Pada akhirnya, definisi krisis harus tegas 
tetapi akomodatif terhadap kerentanan-
kerentanan baru yang mungkin muncul 
akibat perkembangan situasi sosial-politik. 
Buku laporan tahunan ini pun menjadi sarana 
pertanggungjawaban (serta permohonan 
maaf) atas krisis-krisis yang telah dan belum 
tertangani. Buku ini juga menggambarkan 
bahwa sekalipun krisis mengancam, dukungan 
bagi korban senantiasa ada dan—niscaya—
berlipat ganda.

Steering Committee Konsorsium CRM
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TENTANG KONSORSIUM CRM
Sejarah Singkat

Konsorsium CRM lahir dari perjalanan panjang dalam merespon persekusi besar-besar terhadap 
kelompok minoritas seksual dan gender yang terjadi sejak tahun 2016. Sepanjang 2016 hingga 
2017, organisasi minoritas seksual dan gender dan organisasi pendukungnya berada pada titik 
kewalahan dan gagap dalam merespon krisis tersebut yang terus menerpa seperti bola panas 
secara bertubi-tubi. Sepanjang tahun 2018 beberapa perwakilan organisasi minoritas seksual 
dan gender dan organisasi perempuan bersama Komnas Perempuan secara gencar mulai 
mendiskusikan langkah konkrit yang bisa dilakukan dalam merespon krisis yang terjadi terhadap 
minoritas seksual dan gender. Hingga akhirnya pada 11-13 Juli 2018 diselenggarakan pertemuan 
nasional pertama di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan sebuah ide besar terkait mekanisme 
nasional yang bertujuan untuk mencegah dan merespon krisis, hasil pertemuan ini menjadi cikal 
bakal terbentuknya Konsorsium CRM.

Pada 19 September 2018 diselenggarakan pertemuan kecil lanjutan yang dihadiri hanya beberapa 
orang perwakilan organisasi di Jakarta untuk merumuskan rencana aksi Konsorsium CRM. 
Sayangnya, hasil rencana aksi tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan karena CRM masih 
menjadi sebuah mekanisme yang belum terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Hingga pada 
8-9 Februari 2019 diselenggarakan pertemuan yang lebih kecil di Jakarta untuk merumuskan dan 
mengembangkan panduan kerja Konsorsium CRM sekaligus menetapkan struktur dan keanggotaan. 
Dari pertemuan ini, disepakati bahwa Konsorsium CRM beranggotakan 5 organisasi yaitu Arus 
Pelangi, Gaya Warna Lentera (GWL-INA), Sanggar Swara, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 
(LBHM) dan UNAIDS Indonesia. Berdasarkan pertemuan ini disepakati bahwa Konsorsium CRM 
adalah sebuah mekanisme koordinasi di tingkat nasional untuk mengkoordinasi dan memobilisasi 
sumber daya didalam pencegahan dan pengelolaan krisis terhadap LGBTI di Indonesia.

Ruang lingkup kerja dan rencana strategis 2021-2025

Secara prinsip Konsorsium CRM bekerja di seluruh Indonesia, meskipun demikian berdasarkan hasil 
pemetaan yang dilakukan, Konsorsium CRM memprioritaskan kerja-kerjanya pada 5 wilayah merah 
(red zone) di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. 
Penentuan prioritas ini didasarkan pada tingkat dan eskalasi kasus-kasus persekusi terhadap 
minoritas seksual dan gender, karenanya wilayah ini bersifat kasuistik yang dapat berubah-ubah 
sesuai kondisi dan situasi.

Dalam menjalankan mandatnya, CRM mengembangkan isu strategis 2021 - 2025. Adapun isu 
strategis tersebut meliputi;
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1.	 Pendanaan yang sustainable/berkelanjutan (#1); Isu strategis pertama yang perlu disikapi 
oleh CRM mengingat mandatnya sebagai mobilisasi sumber daya untuk pencegahan dan 
penanganan krisis. Pendanaan adalah salah satu faktor utama dan pendukung yang perlu 
dipastikan ketersediaannya secara berkelanjutan. Pada isu ini CRM ingin memastikan adanya 
dana mengendap/reserved fund yang bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan 
krisis.

2.	 Pengelolaan pengetahuan krisis (#2); Mengingat bahwa isu krisis terhadap minoritas seksual 
dan gender adalah isu yang masih sangat baru, karenanya pengetahuan terkait isu ini masih 
sangat minim. Oleh karena itu, CRM berkomitmen menyikapi isu ini menjadi isu strategis kedua 
khususnya dalam hal pengelolaan pengetahuan terkait krisis minoritas seksual dan gender di 
Indonesia.

3.	 Respon krisis berbasis komunitas (#3); Dalam merespon krisis, pendekatan dan perspektif 
komunitas minoritas seksual dan gender menjadi hal yang utama bagi CRM, hal ini mendorong 
komunitas dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan 
krisis yang mereka alami berdasarkan kebutuhan, kapasitas dan batasan yang mereka miliki. 
Oleh karena itu isu strategis 3 yang penting disikapi oleh CRM adalah memastikan mekanisme 
respon krisis yang dilakukan berbasis pada kebutuhan komunitas minoritas seksual dan gender 
di Indonesia.

4.	 Perlindungan hukum (#4); isu strategis ini berada pada urutan ke-empat pada prioritas CRM, 
karena sesungguhnya peran CRM dalam konteks perlindungan hukum dan advokasi kebijakan 
adalah sebagai entitas pendukung inisiatif-inisiatif advokasi kebijakan yang dilakukan oleh 
organisasi minoritas seksual dan gender atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Pada isu 
prioritas ini, CRM perlu memberikan perspektif pencegahan dan pengelolaan krisis yang 
dikerjakan pada setiap strategi advokasi kebijakan yang dilakukan.

Bagan 1. Struktur Kerja Konsorsium CRM

STEERING 
COMMITTE

SECRETARIAT
(Program Manager)

(Staff)

Dalam menjalankan dan memaksimalkan struktur ini, CRM dapat menambahkan struktur ini, 

baik bersifat permanen ataupun sementara (adhoc) sesuai kebutuhan dan kondisi konsorsium.

ARUS 
PELANGI GWL-INA LBH 

MASYARAKAT
SANGGAR 

SWARA
UNAIDS

INDONESIA
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Gelombang kedua COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021 di Indonesia 
telah menjadi isyarat krisis masih terus berlanjut. Krisis yang terjadi 
secara global ini telah berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan 
masyarakat, mulai dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, politik hingga 
hukum. Masyarakat dipaksa untuk bertahan hidup dalam situasi yang 
seolah tak punya kepastian. Belum kagi, kehilangan pekerjaan dan 
mendapatkan menyebabkan mereka tak punya banyak pilihan alternatif 
untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kelompok minoritas seksual dan gender sejak pra COVID-19 telah 
dihadapkan dengan situasi yang krisis akibat tindakan stigma, 
diskriminasi dan persekusi atas dasar SOGIESC, pada situasi COVID-19 
harus dipaksa untuk menghadapi beban krisis berlapis. Kondisi ini yang 
disebut CRM sebagai krisis multidimensi (multidimensional crisis). 

Trend bentuk diskriminasi berlapis yang dihadapi komunitas minoritas 
seksual dan gender pada masa pandemi menurut hasil riset CRM1 
menunjukan bahwa 88,7 % mengalami penurunan pendapatan secara 
signifikan, bahkan 11,7% diantaranya kehilangan pendapatan. Padahal, 
sebelum pandemi COVID-19 73% komunitas minoritas seksual dan 
gender memiliki pendapatan kurang dari Rp3.000.000. Dalam hal 
perlindungan hukum, sepanjang 2021, kelompok minoritas seksual 
dan gender dihadapkan dengan peminggiran atas bantuan COVID-19, 
dimana lebih dari 50% tidak dapat mengakses bantuan COVID-19 
karena tidak memiliki KTP dan karena SOGIESC-nya. 

1	  Rahardian, Arief, dkk,”Kelompok Keberagaman Seksual dan Gender Di Tengah Pusaran Pandemi: Antara 
Kerentanan dan Resiliensi; Studi Dampak COVID-19 Terhadap Situasi Ekonomi, Sosial, Ekonomi dan Hukum 
Kelompok Keberagaman Seksual dan Gender di Indonesia”, Konsorsium CRM, 2021

LATAR 
BELAKANG
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Tak hanya persoalan diatas, sepanjang 2021, CRM menerima dan mendampingi 51 kasus yang 
tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Korban terbesar adalah kelompok transgender yaitu 
sebesar 59,1% disusul oleh LBQ Perempuan sebesar 19,7%. Pelaku terbesar adalah pemerintah 
dan aparat keamanan yaitu sebesar 23,8%. Dengan jenis kasus pengeroyokan menempati posisi 
tertinggi yaitu 9,6%. 

Kondisi di atas menunjukan bahwa kelompok minoritas seksual dan gender telah terkungkung dalam 
krisis pusaran pandemi COVID-19, disamping harus bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan 
dasar, mereka juga harus berjuang atas keadilan terhadap kasus-kasus kekerasan, persekusi dan 
diskriminasi yang mereka alami sebagai kelompok minoritas seksual dan gender. 

Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah baik ditingkat nasional dan lokal tak jua berhenti 
memproduksi kebijakan yang berpotensi mengkriminasi kelompok minoritas seksual dan 
gender. Diantaranya  adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pencegahan 
dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual2. Rancangan Undang-Undang Ketahanan 
Keluarga sebagai RUU alternatif untuk melakukan terapi konversi bagi kelompok minoritas seksual 
dan gender3

Deretan situasi krisis diatas, menunjukan komitmen negara terhadap penegakan Hak Asasi Manusia 
kelompok minoritas seksual dan gender semakin jauh dari cita-cita prinsip Hak Asasi Manusia 
yang universal. Secara bertubi-tubi krisis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terus menggempur 
kelompok ini. Mulai dari krisis di ruang publik hingga di ruang privat terus tumbuh subur. 

Sebagai sebuah konsorsium yang memiliki mandat mobilisasi dukungan untuk pencegahan 
dan penanganan krisis terhadap kelompok minoritas seksual dan gender di Indonesia, pandemi 
COVID-19 juga memaksa CRM untuk melakukan penyesuaian terhadap kerja-kerja yang dilakukan. 
Pembatasan aktivitas publik oleh pemerintah yang terus berlanjut pada tahun 2021 menyebabkan 
CRM banyak melakukan kegiatan secara daring, yang mana ini menciptakan tantangan baru terkait 
sistem dukungan infrastruktur internet khususnya di daerah yang akses internet masih terbatas, 
serta ketersediaan peranti yang dimiliki oleh komunitas, yang pada beberapa kasus mereka jual 
untuk bertahan hidup. 

Ditengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2021, CRM terus berupaya menjalankan 
mandat dan rencana strategi yang telah dikembangkan. Berbagai penyesuaian atau improvisasi 
strategi terus dilakukan untuk meminimalisir tantangan yang ada. Hal ini tentu telah menghasilkan 
beberapa capaian yang dapat diapresiasi. Capaian-capaian dalam laporan tahunan ini adalah 
sebagai bentuk bukti dan hasil kerja kolaborasi yang dilakukan CRM sepanjang 2021, hingga 
menghantarkan CRM pada sebuah kesimpulan dimana CRM dapat bertumbuh dalam pusaran 
krisis. 

2	 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317135113-20-618603/wanti-wanti-risiko-diksriminatif-raperda-penyimpangan-seksual
3	 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200222184423-20-477142/lgbt-soal-ruu-ketahanan-keluarga-kelompok-itu-ganggu-lagi
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Capaian Strategi 1: Pionir Respon 
Krisis Melalui Distribusi Dana 
Kedaruratan Hingga Ke Pelosok 
Daerah

Sepanjang 20202-2021, CRM telah mendistribusikan dana 
darurat bagi minoritas seksual dan gender di Indonesia. 
Baik, di level individu maupun organisasi. Bentuk dana 
darurat yang terdistribusi difungsikan untuk bantuan 
COVID-19 dan juga penanganan kasus kekerasan, 
persekusi dan diskriminasi. Jumlah dana darurat yang 
didistribusikan adalah sebesar Rp1.097.151.651 dengan 
jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 4.704 individu. 

Adapun sebaran penerima manfaat tertuang pada gambar 
dibawah ini.

Saya sudah 5 bulan tidak mendapatkan 
penghasilan karena COVID-19 membuat 
saya tidak dapat bekerja seperti 
biasanya. Dukungan transportasi 
pengambilan ARV ke Puskesmas dari 
CRM membantu saya tidak putus obat 
dan bisa melanjutkan terapi ARV”.
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Gambar 1. Sebaran penerima manfaat dana kedaruratan CRM 2020-2021
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Perbandingan 
distribusi dana 
darurat pada 
tahun 2020 dan 
2021 adalah 
sebagai berikut: 

Sedangkan 
perbandingan 
jumlah penerima 
manfaat pada 
tahun 2020-2021 
adalah sebagai 
berikut:

2021 2020
46,5% 53,5%

2020 2021
72,3% 27,7%

Grafik 1. Perbandingan distribusi dana 
darurat CRM 2020 dan 2021

Grafik 2. Perbandingan penerima manfaat 
dana darurat CRM 2020 dan 2021

Terkait dana darurat yang digunakan untuk penanganan kasus, dari 51 kasus yang berhasil ditangani 
sebanyak 12 kasus telah diberikan dukungan dana darurat. Salah satu penanganan kasus yang 
dijadikan praktik baik tahun 2021 adalah pergantian nama trans laki-laki di Sumatera Utara. Kasus 
ini adalah kasus pertama yang didampingi terkait pergantian nama di Sumatera Utara, sehingga 
selain proses penanganan, proses advokasi terhadap aparat penegak hukum, seperti pengadilan, 
juga advokasi kepada penyedia layanan psikososial, psikiater dan hukum dilakukan. Hasil dari 
pendampingan ini berhasil melakukan pergantian nama bagi klien trans laki-laki. Catatan praktik 
baik pendampingan ini telah disadur pada artikel yang diterbitkan dan dipublikasi oleh UNAIDS 
Indonesia pada website tautan berikut: transgender-man-fights-for-recognition

Bantuan COVID-19 yang didistribusikan kepada individu minoritas seksual dan gender di hampir 
34 provinsi di Indonesia telah mampu meringankan dampak pandemi COVID-19, khususnya dalam 
penyediaan dukungan kebutuhan makan, komunikasi, kesehatan (termasuk biaya rumah sakit dan 
akses ARV bagi individu ODHA), subsidi biaya tempat tinggal dan alat kesehatan dan pencegahan 
COVID-19. 

Gambar 2. Pembagian Bantuan COVID-19 bagi komunitas Bissu4 di Kabupaten Bone, 
Sulawesi Selatan (Doc. KWRSS)

4	 Bissu adalah kaum pendeta yang gendernya dipandang sebagai campuran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan, 
Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Bissu)
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Capaian Strategi 2:  Menjadi Konsorsium Dengan Pusat 
Pengetahuan Respon Krisis Bagi Kelompok Minoritas Seksual 
dan Gender di Indonesia

Sebagai konsorsium pertama yang fokus untuk respon krisis 
dan kedaruratan bagi kelompok minoritas seksual dan gender 
di Indonesia, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi CRM 
adalah tidak adanya referensi panduan yang dapat dijadikan 
rujukan dalam mendukung kerja-kerjanya. Oleh karena itu, 
sepanjang 2021, CRM mengerahkan sebagian energinya untuk 
memproduksi beberapa dokumen yang menjadi rujukan ataupun 
standar dalam menjalankan mandat CRM. 

Panduan-panduan ini menjadi standar yang digunakan oleh 
CRM dalam memberikan dukungan kedaruratan bagi kelompok 
minoritas seksual dan gender. Keberadaan dokumen ini 
memberikan kontribusi yang besar bagi proses pengambilan 
keputusan respon kedaruratan yang diterima oleh CRM. Selain 
panduan ini, beberapa dokumen pendukung juga diproduksi 
pada tahun 2021. Misalnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) 
keuangan, Kebijakan COVID-19 untuk penyelenggaraan kegiatan 
luring. Kebijakan ini diimplementasikan di level sekretariat dalam 
pengelolaan program yang ada di CRM. 

Selaian panduan atau kebijakan yang penggunaannya internal, 
CRM juga menghasilkan 3 (tiga) hasil penelitian. Diantaranya 
adalah; Penelitian dampak COVID-19 bagi kelompok minoritas 
seksual dan gender, penelitian bantuan tunai dan program 
perlindungan sosial bagi minoritas seksual dan gender 
dan Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Anti-
diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia. Penelitian ini 
dihasilkan oleh CRM secara mandiri maupun berkolaborasi 
dengan organisasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 
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Hasil penelitian ini merupakan kerjasama CRM dengan 
Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang 
digunakan sebagai dasar untuk mendorong advokasi 
kebijakan komprehensif anti-diskriminasi bagi kelompok 
rentan di Indonesia: 
unduh: anti-diskriminasi

Hasil penelitian ini adalah diproduksi oleh Edge Effect 
(https://www.edgeeffect.org/) yang berkolaborasi dengan 3 
organisasi di 3 negara yaitu Indonesia, Bangladesh dan Fiji. 
CRM menjadi mitra organisasi yang berasal dari Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat program bantuan 
sosial bagi komunitas minoritas seksual dan gender di 3 
negara. 
unduh: WDDALFTS

Hasil penelitian ini adalah kolaborasi CRM bersama Yayasan 
Kurawal melalui dukungan proyek RESIST (Raise-up the 
Resilience of LGBTIQ+ in Indonesia on Crisis Situation 
(RESIST). Penelitian ini memaparkan bagaimana situasi 
kelompok minoritas seksual dan gender selama masa 
pandemi.
unduh: Dampak COVID-19

Beberapa dokumen diatas telah digunakan sebagai referensi 
baik oleh CRM, organisasi masyarakat sipil bahkan Pemerintah 
dalam memproduksi laporan-laporan internasional. Misalnya, 
laporan CEDAW sesi ke-80 yang dikirimkan oleh CRM pada 
komite CEDAW: CEDAW-Report CRM. Selain itu, laporan 
internasional EKOSOB yang disubmit oleh Komnas HAM: 
ECOSOC-Komnas HAM

Selain dalam bentuk dokumen, CRM juga memproduksi 
beberapa materi kampanye dan advokasi, diantaranya 
adalah: 
1.	 Video animasi situasi kelompok LGBTI di masa pandemi: 

animasi COVID-19
2.	 Video eksperimen sosial terkait pandangan publik 

terhadap LGBTI: video social experiment
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Capaian Strategi 3: Bertumbuh Bersama komunitas Dalam 
Respon Krisis yang Responsif dan Berbasis Kebutuhan

Dalam menjalankan mandat respon krisis, komunitas minoritas 
seksual dan gender adalah salah satu tiang utama yang 
harus dikuatkan oleh CRM. Karenanya, sepanjang 2021, CRM 
terus melakukan kerja-kerja penguatan kapasitas komunitas 
minoritas seksual dan gender, khususnya dalam kerangka kerja 
respon krisis. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan sinergi 
antara kerja-kerja CRM sejalan dengan kebutuhan komunitas 
itu sendiri. 

Salah satu capaian yang paling signifikan pada tahun 2021 
adalah CRM membangun kerja kemitraan dengan 16 orang 
paralegal yang berasal dari 9 provinsi dan berasal dari 14 
organisasi berbasis komunitas. 

Gambar 3. Sebaran Paralegal/Focal Point CRM 2021
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Saya telah membaca berbagai public output yang dipublikasikan oleh CRM dan melihat koherensi 
operasionalisasi mandat mereka, yaitu upaya responsif menghadapi krisis konkrit maupun membangun 
kerja advokasi strategis struktural untuk perubahan lingkungan yang lebih aman ke depannya. Koherensi di 
sini adalah adanya upaya konseptualiasi yang relatif lengkap dari kerja-kerja lapangan bersama komunitas 
akar rumput. Berbagai public output mencerminkan adanya kesatuan pengalaman mendalam membela 
komunitas akar rumput yang rentan terhadap persekusi dengan upaya pemahaman yang strategis dalam upaya 
membongkar masalah di akar struktural” -Papang Hidayat, Peneliti Hak Asasi Manusia.

“

“Menjadi paralegal CRM adalah salah 
satu bagian yang menyenangkan, 
CRM tidak hanya berfokus pada 
pencapaian tapi juga proses 
pemberdayaan. Berbagai kapasitas 
diberikan bagi paralegal. Selain itu 
tentu bertemu keluarga kecil baru 
yang saling mendukung di paralegal 
CRM adalah hal yang membuatku 
selalu sadar bahwa aku tidak 
sendirian” -Echa Waode, Transpuan, 
Paralegal CRM Wilayah DKI Jakarta
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Model kerjasama paralegal dengan pendekatan baru, yaitu tidak terbatas pada penanganan kasus, 
tetapi juga advokasi kebijakan dan mitigasi krisis telah memberikan memberikan kontribusi yang 
signifikan pada kerja-kerja respon krisis CRM. Sepanjang 2021, berikut diagram jumlah kegiatan 
kemitraan antara paralegal dan CRM.

Teruslah berjuang untuk 
memperjuangkan hak-hak dari 
komunitas LGBTIQ. Karena sebuah 
perjuangan tidak ada yang sia-
sia apapun hasilnya. CRM sangat 
membantu komunitas dan organisasi 
LGBTI di Indonesia dari masa pandemi, 
pendampingan kasus, advokasi 
kebijakan, hingga peningkatan 
kapasitas. Terimakasih CRM atas 
support yang telah di berikan kepada 
kami. Terus berjuang bersama untuk 
memperjuangkan hak-hak komunitas 
LGBTI di Indonesia.”
-Heru Prasetyo, GBQ, Paralegal CRM 
Wilayah Jawa Timur

Jumlah Kegiatan paralegal CRM 2021 berdasarkan laporan bulanan paralegal (N-109 kegiatan)
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Grafik 3. Jumlah kegiatan paralegal CRM 2021

Sebagai sebuah kemitraan yang saling mendukung, CRM 
juga memiliki mandat untuk memastikan peningkatan 
kapasitas paralegal yang ada. Ada beberapa peningkatan 
kapasitas yang diberikan CRM terhadap paralegal sepanjang 
2021, diantaranya adalah:

1.	 Pelatihan paralegal lanjutan bagi komunitas LGBTIQ+ 
merespon kasus-kasus kekerasan sosial, ekonomi dan 
hukum

2.	 Pelatihan pendokumentasian kasus
3.	 Teknik advokasi kasus
4.	 Penulisan laporan advokasi kasus
5.	 Membedah kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi 

komunitas LGBTIQ+
6.	 Mediasi dan Negosiasi

“
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Rangkaian penguatan komunitas diatas, telah berkontribusi pada peningkatan kapasitas paralegal 
yang didukung melalui penilaian Indikator Pokok Kinerja (Key Performance Indicator) yang 
menunjukan skor 76,9 dari skala 0-100 (predikat Baik). 

Gambar 4. Perwakilan Paralegal CRM 
melakukan Audiensi Pembuatan KTP bagi 
Komunitas Transpuan (Doc. Echa Waode)

Gambar 6. Perwakilan 
Paralegal CRM Melakukan 
Audiensi ke DPRD 
Sumatera Barat Terkait 
Kebutuhan KTP bagi 
Komunitas LGBTIQ+ 
(Doc. Nicky)

Gambar 5. Paralegal CRM 
Melakukan Koordinasi 

dan Diskusi dengan Dinas 
Kesehatan Kota Malang, 

Jawa Timur Terkait Perda 
HIV-Aids Kota Malang 

(Doc. Heru Prasetyo)
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Capaian Strategi 4: Menjadi Inisiator Advokasi Kebijakan Anti-
Diskriminasiyang Komprehensif Bagi Kelompok Rentan di 
Indonesia

Persoalan ketidakadilan dan terbatasnya perlindungan hukum bagi kelompok minoritas seksual 
dan gender adalah bagian dari kondisi krisis yang didefinisikan oleh CRM. Berdasarkan hal ini, 
advokasi kebijakan menjadi salah satu kerja-kerja yang bersifat wajib dilakukan oleh CRM. 

Advokasi kebijakan CRM diarahkan secara spesifik pada advokasi perlindungan anti-
diskriminasi yang komprehensif bagi kelompok rentan di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, 
CRM telah memproduksi berbagai amunisi dalam melancarkan strategi advokasi ini. Hal 
pertama yang dilakukan oleh CRM adalah mengembangkan desain teori perubahan (theory 
of change) advokasi anti-diskriminasi 2021-2030, yang tertuang seperti bagan dibawah ini.  

Bagan 2. Bagan Jalan dan Teori Perubahan (TOC) Advokasi Anti-Diskriminasi CRM

Jalan perubahan di atas menjadi acuan CRM dalam melakukan serangkaian kegiatan advokasi 
kebijakan sepanjang tahun kerja 2021. Khususnya pada bagian outcome 3. Terkait materi advokasi, 
CRM bekerjasama dengan PSHK memproduksi Studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti-
Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia (anti-diskriminasi). Studi ini telah melibatkan 
berbagai pihak diantaranya kelompok rentan, kelompok pendamping dan pemerintah. 
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Dalam memobilisasi dukungan advokasi, sepanjang 2021 CRM juga melakukan diseminasi hasil 
yang menghadirkan Kementerian Hukum Dan HAM. Sebagai upaya untuk memastikan keterlibatan 
CRM dalam revisi undang-undang HAM No.39 Tahun 1999 serta mendorong Kemenkumham 
memberikan perhatian pada isu diskriminasi kelompok rentan. 

Gambar 7. Photo Kegiatan Dialog Nasional Kelompok Rentan CRM Yogyakarta, 14-18 
Desember 2021 (Doc. CRM)

Menutup tahun 2021, CRM juga menggalang dukungan advokasi dari 45 organisasi kelompok 
rentan melalui proses dialog nasional. Proses ini telah menghasilkan 2 (dua) capaian utama dalam 
mobilisasi dukungan advokasi anti-diskriminasi yaitu dokumen deklarasi bersama perlindungan 
kelompok rentan di Indonesia (Deklrasi) dan dokumen rencana tindak lanjut dialog kelompok 
rentan di Indonesia (strategi). 
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CRM DALAM ANGKA 2021

Grafik 4. Jumlah Kegiatan CRM per-Strategi 2021

Grafik 5. Jumlah Penerima Manfaat kegiatan CRM per-strategi 2021
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Grafik 6. Jumlah anggaran CRM per strategi 2021
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INFORMASI KEUANGAN CRM 2021 
Tabel 1. Laporan Portofolio Penerimaan CRM 2021

No Proyek Host organisasi Durasi proyek Jumlah dana

1 RESIST/Donor LBH Masyarakat Nov 2020 - Okt 2021 Rp 900.500.000,-

2 Aceh’s cases/Donor Swara Jan-Mar 2021 Rp 45.254.333,-

3 Power of Pride/Donor LBHM & Swara Mar- Juni 2021 Rp 684.871.300,-

4 BOLD/Donor AP Jan-Des 2021 Rp 1.036.748.500,-

5
COVID-19 response/ 
Public Donation and 
Donors

Swara, GWL, AP & 
LBHM

Maret 2020 - 
Desember 2021 Rp 1.075.590.790,-

6 Brave/Donor Swara Agu 2021 - Mar 2023 Rp 716.510.948,-

7 BOLD/Donor AP Okt 2021 - Des 2022 Rp 2.628.460.272,-

8 WE LEAD/Donor GWL Nov 2021-Mei 2022 Rp 1.153.567.800,-

Total Penerimaan tahun 2021 Rp 8.241.503.943

Target Penerimaan tahun 2021 berdasarkan renstra Rp 8.223.000.000

Selisih +Rp 18.503.943

Persentasi capaian 100,23%

Tabel 2. Laporan Rekening Swadaya CRM 2021

No Keterangan Jumlah

1 Pemasukan Rp 301.573.594,7

2 Pengeluaran Rp 180.406.898,13

3 Piutang Rp 81.493.750

Saldo Rp 202.660.446,57

GROWING IN
A VORTEX OF CRISES 
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FOREWORD FROM STEERING 
COMMITTEE OF CRM
At the beginning of the establishment of the 
Crisis Response Mechanism Consortium, we 
asked various questions. Questions like who 
should be involved in the consortium, what 
should we do, where should we work, how to 
ensure sustainability and others. However, all 
these questions would probably not need to 
arise if that moment we were not tethered to a 
simple question: what is a crisis?

This question feels wasteful because almost 
all of our beneficiaries, particularly the 
sexual and gender minority communities, 
already know very well what a crisis is. The 
community confronts a crisis when some 
people consistently identify open discussion as 
propaganda. Individuals of sexual and gender 
minorities have faced crises on the road when 
strangers act as if they know and demean 
their sexual orientation, gender identity, and 
expression. We encountered crises at home, 
which we believe is a place to dock but had 
suddenly grown prejudices against us and no 
longer considered us family.

Unfortunately, while the experience of dealing 
with this crisis is deep-rooted—and many have 
found ways to overcome it—the effort to define 
it is never easy. Everyone has a dimension of 
vulnerability that causes different perceptions 
of crisis. Especially as an organization with 
limited financial capacity and human resources, 
the CRM Consortium needs to be selective in 
prioritizing what crises we can help and what 
we can’t. Although we are well aware that the 
suffering of every human being cannot be 
compared with one another.

Thus, the simple question at the beginning 
remains an open question. In 2021, our journey 
adds even more answer options. With the 
support of the Kurawal Foundation, we examine 
the impact of the COVID-19 pandemic on the 
social, economic, and legal aspects of sexual 
and gender minority communities. We are 
fortunate to work with strong paralegals from 
various provinces in Indonesia. They have 
helped us broaden our horizons regarding 
the specificity of cases in each region. Thanks 
to the assistance of the German Embassy 
and PSHK, we have also learned that dealing 
with the crisis of the sexual and gender 
minority community is not like tracing a single 
thread, but rather cultivating a network of 
vulnerabilities that are interconnected with 
other identities.

In the end, the definition of a crisis must be firm 
but accommodating to new vulnerabilities that 
may arise as a result of the development of the 
socio-political situation. This annual report is 
also a means of accountability (and apologies) 
for crises that have been and have not been 
handled. This book also illustrates that even 
when a crisis threatens, support for victims is 
always there and—undoubtedly—multiplies.

 

Steering Committee of CRM Consortium 
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ABOUT THE CRM CONSORTIUM
Brief History

The CRM consortium was born from a long journey in responding to the massive persecution 
of sexual and gender minority groups that occurred since 2016. From 2016 to 2017, sexual and 
gender minority organizations and their supporting organizations were at the point of being 
overwhelmed and stuttering in responding to the crisis that continues to hit. like a hot ball in a 
row. Throughout 2018, several representatives of sexual and gender minority organizations and 
women’s organizations together with the National Commission on Violence against Women began 
discussing concrete steps that could be taken in response to the crisis that occurred against 
sexual and gender minorities. Finally, on 11-13 July 2018, the first national meeting was held in 
Jakarta. This meeting resulted in a big idea related to national mechanisms aimed at preventing 
and responding to crises, the results of this meeting became the foundation to the formation of 
the CRM Consortium. 

On 19 September 2018, a small follow-up meeting was held which was attended by only a few 
representatives of the organization in Jakarta to formulate the CRM Consortium action plan. 
Unfortunately, the results of the action plan have not been fully implemented because CRM is 
still a mechanism that is not well organized and structured. Until February 8-9, 2019, a smaller 
meeting was held in Jakarta to formulate and develop the CRM Consortium work guidelines as 
well as determine its structure and membership. From this meeting, it was agreed that the CRM 
Consortium consists of 5 organizations, namely Arus Pelangi, Gaya Warna Lentera (GWL-INA), 
Sanggar Swara, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) and UNAIDS Indonesia. Based on 
this meeting, it was agreed that the CRM Consortium is a coordination mechanism at the national 
level to coordinate and mobilize resources in preventing and managing LGBTI crises in Indonesia.

Scope of work and strategic plan 2021-2025

In principle, the CRM Consortium works across Indonesia; nonetheless, the CRM Consortium 
focuses its work in five red zones in Indonesia, namely Aceh, North Sumatra, West Java, DKI Jakarta, 
and South Sulawesi, based on the results of the mapping conducted. This priority setting is based 
on the number and severity of occurrences of persecution of sexual and gender minorities; as a 
result, this area is casuistic and subject to change depending on circumstances. 

CRM develops strategic issues from 2021 to 2025 as part of its mandate. The following are some 
of the strategic issues;
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1.	 Sustainable funding (#1); is the first strategic issue that needs to be addressed by CRM 
considering its mandate as resource mobilization for crisis prevention and management. One 
of the most important and supportive things that must be ensured on a continuous basis is 
funding. CRM is concerned about this and wants to ensure that funds are reserved for crisis 
prevention and management. 

2.	 Crisis knowledge management (#2); Because concerns affecting sexual and gender minorities 
are relatively new, knowledge of these topics is still limited. As a result, CRM is committed to 
making this the second strategic issue, particularly in terms of knowledge management related 
to Indonesia’s sexual and gender minority crisis.

3.	 Community-based crisis response (#3); In responding to a crisis, CRM emphasizes the sexual 
and gender minority community’s approach and perspective; this encourages the community 
to make decisions and takes actions to prevent and address the crisis they are experiencing 
based on their needs, capacities, and limitations. As a result, strategic issue 3 that CRM must 
address is ensuring that the crisis response mechanism is carried out in accordance with the 
needs of Indonesia’s sexual and gender minority communities.

4.	 Legal protection (#4): This strategic issue is ranked fourth on CRM’s priority list since CRM’s 
true role in legal protection and policy advocacy is to serve as a supporting entity for policy 
advocacy activities led by sexual and gender minority organizations or other civil society 
organizations. on this priority issues, CRM must provide a crisis prevention and management 
perspective in every policy advocacy strategy it undertaken

Chart 1. Organizational Structure of CRM Consortium
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The second COVID-19 wave, which occurred in Indonesia in 2021, has 
become a sign that the crisis is still ongoing. This global crisis has had a 
significant influence on people’s lives in a variety of aspects, including 
social, economic, health, political, and legal aspects. People are forced 
to survive in potentially harmful circumstances. Not to mention that 
losing their job may leave them with few options for meeting their basic 
needs.

Since pre-COVID-19, sexual and gender minorities have been in a state 
of crisis as a result of acts of stigma, discrimination, and persecution 
based on SOGIESC; now, in the COVID-19 situation, they must bear 
the burden of a multi-layered crisis. CRM refers to this situation as a 
multidimensional crisis.

According to CRM research findings, 88.7% of sexual and gender 
minority communities had a considerable drop in income during the 
pandemic, with 11.7 percent losing their jobs. In fact, 73 percent of 
sexual and gender minority communities had earnings of less than IDR 
3,000,000 before the COVID-19 outbreak. In terms of legal protection, 
sexual and gender minority groups will be marginalized from COVID-19 
assistance throughout 2021, with more than half of them unable to 
obtain COVID-19 assistance due to the absence of ID cards and their 
SOGIESC.

In addition to the aforementioned issues, CRM received and assisted 51 
cases in Indonesia over the course of 2021. Transgender people made 
up the largest category of victims, accounting for 59.1 percent, followed 

BACKGROUND
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by LBQ women, who accounted for 19.7 percent. The government and security forces are the most 
dominant actors, accounting for 23.8 percent of the total. The type of assault incident takes the 
top spot, accounting for 9.6% of all cases.

The previously stated circumstances demonstrate that sexual and gender minority groups have 
been trapped in the COVID-19 pandemic crisis; in addition to surviving to meet basic needs, they 
must also fight for justice in cases of violence, persecution, and discrimination that they encounter 
as a sexual and gender minority group.

The government, both at the national and local levels, has not stopped drafting policies that have 
the potential to prosecute sexual and gender minority groups during the COVID-19 pandemic. The 
City of Bogor’s Draft Regional Regulation on the Prevention and Management of Sexual Deviant 
Behavior is one of them. As an alternative to conversion therapy for sexual and gender minorities, 
the Family Resilience Bill has been introduced.

The series of crises above show that the state’s commitment to upholding the human rights 
of sexual and gender minority groups is further away from the ideals of universal human rights 
principles. The crisis and human rights violations have continued to attack this group. Starting 
from the crisis in the public space to the private space continues to thrive. 

The COVID-19 pandemic has pushed CRM to adjust its efforts as a consortium with a mandate 
to mobilize support for the prevention and management of crises for sexual and gender minority 
groups in Indonesia. CRM has conducted various online activities as a result of government 
restrictions on public activities, which continuously happening in 2021. It poses challenges to the 
internet infrastructure support system, particularly in locations where internet access is still limited, 
as well as the availability of devices owned by the community, which in some cases they have sold 
to survive.

During various challenges faced throughout 2021, CRM continues to strive to carry out the mandate 
and strategic plans that have been developed. In addition, multiple adjustments or strategy 
improvisations are continuously made to minimize the existing challenges. All of this indeed has 
resulted in some achievements. The achievements in this annual report are a form of evidence, and 
the results of collaborative work carried out by CRM throughout 2021 bring CRM to a conclusion 
that CRM can grow in a crisis vortex.	
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Achievement Strategy 1: Pioneer of 
Crisis Response Through Emergency 
Fund Distribution to Remote Areas 

Throughout 2020-2021, CRM has distributed emergency 
funds for sexual and gender minorities in Indonesia. Both 
at the individual and organizational level. The distributed 
form of emergency funds is used for COVID-19 assistance 
as well as handling cases of violence, persecution, 
and discrimination. The number of emergency funds 
distributed was IDR 1.097.151.651 with the number of 
beneficiaries being 4,704 individuals.The distribution of 
beneficiaries is shown in the image below: 

“I’ve been without income for 5 months 
because COVID-19 has prevented 
me from working as usual. The 
transportation support for taking ARV 
to the Puskesmas from CRM helped me 
not to drop out of drugs and be able to 
continue ARV therapy”. 

-H, Transpuan, West Papua

Jakarta SCR
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Total: 4.704

“

Figure 1. CRM emergency fund beneficiary distribution 2020-2021
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The comparison 
of emergency 
fund distribution 
in 2020 and 2021 
is as follows:

While the 
comparison of 
the number of 
beneficiaries in 
2020-2021 is as 
follows:

2021 2020
46.5% 53.5%

2020 2021
72.3% 27.7%

Chart 2. Comparison of emergency fund 
distribution in 2020 and 2021

Chart 3. Comparison of the number of 
beneficiaries in 2020-2021

In terms of the emergency funds used to address cases, 12 of the 51 cases that were successfully 
handled received emergency fund assistance. Changing the names of trans guys in North Sumatra 
is one of the handling situations that will be utilized as a good practice in 2021. This is the first case 
in North Sumatra to receive assistance with a change of name, so in addition to the handling 
procedure, the process of advocating for law enforcement officers, such as courts, also includes 
advocating for psychological support providers, psychiatrists, and the law. The aid provided was 
successful in changing the names of male trans individuals. The following notes on mentoring 
best practices were drawn from publications published and released by UNAIDS Indonesia on the 
following website link: transgender-man-fights-for-recognition 

COVID-19 assistance distributed to sexual and gender minority individuals in almost 34 provinces 
in Indonesia has been able to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic, particularly in the 
provision of support for food, communication, health needs (including hospital costs and access 
to ARV for individuals living with HIV). subsidies for the cost of housing and medical equipment 
and prevention of COVID-19.

Figure 2. Distribution of COVID-19 Aid for the Bissu community in Bone Regency, South 
Sulawesi (Doc. KWRSS)
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Achievement Strategy 2: Become a Consortium with a Crisis 
Response Knowledge Center for Sexual and Gender Minority 
Groups in Indonesia

As the first consortium to focus on crisis and emergency 
response for sexual and gender minority groups in Indonesia, 
one of the biggest challenges faced by CRM is that no reference 
guide can be used as a reference in supporting its work. 
Therefore, throughout 2021, CRM will devote some of its energy 
to producing several documents that become references or 
standards in carrying out CRM mandates.

These guidelines become the standard used by CRM in providing 
emergency support for sexual and gender minority groups. The 
existence of this document makes a significant contribution to 
the decision-making process of emergency response received 
by CRM. In addition to this guideline, several supporting 
documents are also produced in 2021. For example, Financial 
Standard Operating Procedures (SOPs), COVID-19 Policy for the 
implementation of offline activities. This policy is implemented 
at the secretariat level in managing existing CRM programs. 

In addition to guidelines or policies that are used internally, 
CRM also produces 3 (three) research results. Among others 
are; Research on the impact of COVID-19 on sexual and gender 
minorities, research on cash transfers and social protection 
programs for sexual and gender minorities, and Study Report: 
Development of Anti-Discrimination Advocacy Strategies for 
Vulnerable Groups in Indonesia. This research was produced by 
CRM independently or in collaboration with organizations both 
at national and international levels.
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The results of this study are a CRM collaboration with the 
Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) which 
is used as a basis to encourage advocacy for comprehensive 
anti-discrimination policies for vulnerable groups in 
Indonesia:
Download: anti-discrimination 

The results of this research are produced by Edge Effect 
(https://www.edgeeffect.org/) in collaboration with 3 
organizations in 3 countries, namely Indonesia, Bangladesh, 
and Fiji. CRM is a partner organization from Indonesia. This 
study aims to look at social assistance programs for sexual 
and gender minority communities in 3 countries. 
Download: WDDALFTS

The result of this research is the CRM collaboration with 
the Kurawal Foundation through the support of the RESIST 
(Raise-up the Resilience of LGBTIQ+ in Indonesia on Crisis 
Situation (RESIST) project. This research describes the 
situation of sexual and gender minority groups during the 
pandemic. 
Download: Dampak COVID-19

Some of the above documents have been used as references 
by both CRM, civil society organizations, and even the 
Government in producing international reports. For example, 
the 80th session CEDAW report submitted by CRM to the 
CEDAW committee:  CEDAW-Report CRM. In addition, the 
ECOSOC report submitted by the National Human Rights 
Commission: ECOSOC-Komnas HAM

Apart from being in the form of documents, CRM also 
produces several campaigns and advocacy materials, 
including
1.	 Animated video of the situation of the LGBTI group 

during the pandemic: COVID-19 animation 
2.	 Social experiment video related to the public view of 

LGBTI: social experiment video 
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Achievement Strategy 3: Growing with the Community in a 
Responsive and Needs-Based Crisis Response

In carrying out the crisis response mandate, the sexual and 
gender minority community is one of the main pillars that CRM 
must strengthen. Therefore, throughout 2021, CRM will continue 
to carry out work on strengthening the capacity of sexual and 
gender minority communities, especially in the crisis response 
framework. It also aims to ensure synergies between CRM work 
in line with the needs of the community itself.

One of the most significant achievements in 2021 is the success 
of CRM in terms of building partnerships with 16 paralegals 
from 9 provinces and 14 community-based organizations. 

Figure 3. Paralegal distribution /Focal Point CRM 2021
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“I have read various public outputs published by CRM and have seen the coherence of the operationalization 
of their mandate, namely responsive efforts to deal with concrete crises as well as building strategic structural 
advocacy work for a safer environmental change in the future. The coherence is a relatively complete 
conceptualization of the fieldwork with the Akar Rumput communities. Various public outputs reflect the unity 
of deep experience defending Akar Rumput communities that are vulnerable to persecution with a strategic 
understanding approach to uncover problems at structural roots”  -Papang Hidayat, Human Rights Researcher.

“

““Being a CRM’s paralegal is one 
of the exciting parts, CRM is not 
only focused on the goals but also 
the process of empowerment. 
Various capacities are provided for 
paralegals. Besides that,  meeting 
new circle who support each other 
in CRM’s paralegal is something 
that makes me always aware that 
I am not alone” -Echa Waode, 
Transpuan, CRM Paralegal Jakarta SCR
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The paralegal partnership model with a fresh approach, which is not limited to handling cases, but 
extends to policy advocacy and crisis mitigation. This approach has made a significant contribution 
to CRM crisis response work. Throughout 2021, the following diagram shows the number of 
partnership activities between paralegals and CRM.

“Keep fighting for the rights of the 
LGBTIQ community. Because a struggle 
is not in vain regardless of the outcome. 
CRM comes in handy for LGBTI 
communities and organizations in 
Indonesia starting from the pandemic 
period, case assistance, policy advocacy, 
to capacity building. CRM, Thank you 
for the support that has been given to 
us. Together, we will continue to fight 
for the rights of the LGBTI community 
in Indonesia.”
 -Heru Prasetyo, GBQ, CRM’S Paralegal 
Region East Jawa

Penanganan/
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Chart 4. Number of CRM’s paralegal activities 2021

As a mutually supportive partnership, CRM also has the 
mandate to ensure the capacity building of existing 
paralegals. There are several capacity buildings provided 
by CRM for paralegals throughout 2021, including:

1.	 Advanced paralegal training for the LGBTIQ+ community 
in responding to cases of social, economic, and legal 
violence

2.	 Case documentation training
3.	 Case advocacy technique
4.	 Writing case advocacy reports
5.	 Dissect policies that have the potential to discriminate 

against the LGBTIQ+ community
6.	 Mediation and Negotiation

“
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The series of community strengthening above has contributed to increasing the capacity of 
paralegals who are supported through the assessment of Key Performance Indicators which show 
a score of 76.9 on a scale of 0-100 (good predicate).

Figure 4. KTP Making Audience for the 
Transwoman Community is conducted by 
CRM’s paralegal representative. 
(Doc. Echa Waode)

Figure 6. CRM’s Paralegal 
Representative Conducts 
Audience to West Sumatra 
House of Representative 
Regarding the Need 
for Indonesian Identity 
Cards for the LGBTIQ+ 
Community (Doc. Nicky)

Figure 5. CRM’s 
Paralegal Coordinates 

and Discusses with the 
Malang City Health Office 

Regarding the Malang 
City HIV-AIDS Regional 

Regulation 
(Doc. Heru Prasetyo).

31 CRISIS RESPONSE MECHANISM (CRM) CONSORTIUM SECRETARIAT ANNUAL REPORT 2021



Achievement Strategy 4: Be the Initiator of Comprehensive 
Anti-Discrimination Policy Advocacy for Vulnerable Groups in 
Indonesia 

Issues of injustice and limited legal protection for sexual and gender minorities are part of the crisis 
conditions defined by CRM. Based on this, policy advocacy is one of the mandatory tasks for CRM. 

CRM’s policy advocacy focused on advocating for comprehensive anti-discrimination protections 
for Indonesia’s most vulnerable communities. CRM has prepared a variety of ammunition to 
launch its advocacy strategy during 2021. CRM’s first step is to create a theory of change for anti-
discrimination campaigning for 2021-2030, as shown in the chart below. 

Chart 5. Pathways and Theory of Change (TOC) CRM Anti-Discrimination Advocacy

The path of change above is a reference for CRM in carrying out a series of policy advocacy 
activities throughout the 2021 working year. Especially in the outcome section 3. Regarding 
advocacy materials, CRM collaborated with PSHK to produce a Study on the Development of 
Anti-Discrimination Advocacy Strategies for Vulnerable Groups in Indonesia (anti-discrimination). 
This study has involved various parties, including vulnerable groups, assistance groups, and the 
government.
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In mobilizing advocacy support throughout 2021, CRM also disseminates results by inviting the 
Ministry of Law and Human Rights. As an effort to ensure the involvement of CRM in the revision of 
the Human Rights Law No. 39 of 1999 and to encourage the Ministry of Law and Human Rights to 
pay attention to the issue of discrimination against vulnerable groups. 

Figure 7. Photo of the National Dialogue of CRM Vulnerable Groups in Yogyakarta, 14-18 
December 2021 (Doc. CRM)

Closing 2021, CRM also gathers advocacy support from 45 organizations of vulnerable groups 
through a national dialogue process. This process has resulted in 2 (two) main achievements in 
mobilizing support for anti-discrimination advocacy, namely a joint declaration document on the 
protection of vulnerable groups in Indonesia (Declaration) and document of follow up action of 
National Dialogue Vulnerable Group in Indonesia (strategy).
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CRM IN FIGURES 2021

Chart 4. Number of CRM Activities per Strategy 2021

Chart 5. Number of Beneficiaries of CRM activities per strategy 2021
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Chart 6. Total CRM budget per strategy 2021
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CRM 2021 FINANCIAL INFORMATION
Table 1. CRM Receipt Portfolio Report 2021.

No Source/Donor Host organization Project duration Amount of fund

1 RESIST/Donor LBH Masyarakat Nov 2020 - Oct 2021 IDR 900.500.000, -

2 Aceh’s cases/Donor Swara Jan-Mar 2021 IDR 45.254.333, -

3 Power of Pride/Donor LBHM & Swara Mar- June 2021 IDR 684.871.300, -

4 BOLD/Donor AP Jan-Dec 2021 IDR 1.036.748.500, -

5
COVID-19 response/ 
Public Donation and 
Donors

Swara, GWL, AP & 
LBHM Mar 2020 - Dec 2021 IDR 1.075.590.790, -

6 Brave/Donor Swara Aug 2021 - Mar 2023 IDR 716.510.948, -

7 BOLD/Donor AP Oct 2021 - Dec 2022 IDR 2.628.460.272, -

8 WE LEAD/Donor GWL Nov 2021-May 2022 IDR 1.153.567.800, -

Total receipts for 2021 Rp 8.241.503.943

Receipt target for 2021 based on strategic plan Rp 8.223.000.000

Margin +Rp 18.503.943

Percent of Goal 100,23%

Table 2. Report of CRM’s Personal Account of Organization 2021

No Description Total

1 Income IDR 301.573.594,7

2 Expenditure IDR 180.406.898,13

3 Account receivable IDR 81.493.750

Balance IDR 202.660.446,57
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